KE

445 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN |

PEMBENTUKAN PIMpIN
NITIA LEGISLAST KHUSUS DEW

pUTUSAN DEWAN pgg

K
KRBUPATEN g7ap P

AN DAN KEAN
AN PERW GGOTAAN

A
KABUPATEN BaTaNG VAT DAERAH

DAERAH KABUPATEN BATANG

pEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

ihang

lgingat

M

-

bahwa sesuai Surat Bupati Batang Nomor : 188.3 / 0903 tanggal 30

Juli 2007 dan Nomor : 188.3 / 0991 tanggal 20 Agustus 2007 perihal

Penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Batang;

bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud — huruf a,  telah
dilaksanakan pemilihan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi
Khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (5) Peraturan Tata
Tertib DPRD Kabupaten Batang, dan hasilnya tertuang dalam Berita
Acara Nomor : 45 / BA. Panlegsus / IX / 2007 tanggal 3 September
2007, :
' i an sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b,
t;f:‘gapgﬁf lnn::rawgt%pkan Ke%utusan Dewan _Pemakilan Rakyat Daerah
Batang tentang Pembentuke_an Pimpinan dan Keanggotaan
Kabu.paten' lasi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
‘;a?t|agl—eg|lase?n vahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah
atang,

Kabupaten Batang:

r + 9 tahun 1965 tentang Pembentukan
Undang — Unda;\%atNa?,‘n;CE Lembaran Negara Republik Idonesia tahun
Daerah Ting‘:atSIz Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia
1965 Nomo !

Nomor 2757 )i Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
uUndang - Undand ih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Negara yang BerSra Republik Idonesia Tal_wun 1999 Nomor 75,
(Lembaran Nebgran Negara Republik Idonesia nomor 3851);
Tambahanu‘—r?cgng Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
uUndang -

gara Republik Idonesia Tahun 2003 Nomor 47,
(Lembar:a;\ | embaran Negara Republik Idonesia Nomor 4286 ):
Tambaha
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Republik Idonesia Nomgr 4389); Tambahan Lembara, Rﬁzgzt,;
yndang - Undang  Nomg; 32 Tahyy 204
peerah ( Lembaran Negar, Republik 14, 9 Pemerintahan
125, Tambahan Lembaran eJara Re

€Sla Ty un 2004 N
Publik 1 : omor
undang - Undang  Nomor 33 Tahun 34 (;fntesm Nomor 4437 ).

" Keuangan antara  Pemerintah

entan ; !
AN PUSAE gy g CTMORNGan
( Lembaran Negara Republik

; eMmerintah  Daerap
Idonesia Ty,
Tambahan Lembaran Negara Re 2004 Nomor 126

_ Publik Idonesi Nomor 4433 ).
g, Peraturan Pemerintah  Repybik Indonesia Nomor 71 Tah)ljn 1988
" tentang  Perubahan Batas Wi

ayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat I1 Pekalongan dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Neg

ara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republi
Idonesia Nomor 3838);

i i i 25 Tahun 2000
turan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Ell )
. Perfang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan P_ropmsu sebagai
o rah Otonom (Lembaran Negara Republik Ido_nesna Tahun 2000
Eli?nor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor
' : i hun 2000
l3>95azt)ljran Pemerintah Republik Indonesia Nolmogal?:hT(aLgmbaran
. ert ng Tata Cara Pertanggungjawaban Ke%a fn o 200, Tambahan
tenaag Republik Idonesia Tahun 2000 4037). '
Il\fr%abraran Mlegara Republk Idcinkesllidl\i)?]rgsc;; NomEJr 24 Tahun 20({;
' ubli impinan dan Anggo
12. Peraturan PemermtaPhOﬁ)ekréler ‘on Keuangan P|mplr|ljaengara Angte
tentang Kedudukan Pr serah (Lembaran T ik
D Perwakilan Rakyat o bahan lembaran Neg
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imana terlah diu _
Idonesia Nomor 4416), sebagalr;?:h Nomor 21 Tahun 2007;
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er ) or 25 Tahun

13. Peraturan  Pemerintah Repun ata Tert Dev'rv:gun 2004 Nomor 91,
. a ' .
tentang Pedoman Penyuasrl;nRe publik dggf;':ia Nomor 4417),n 005
Daerah ( Lembaran Nilgegara epubli rI1esia Nomor 58 Traam:’\epub”k
Tambahan Lemba.ranh Republik Indoh (Lembaran Nef;’:ran Negara

14. Peraturan pemerinta angan D@ Tambahan Lem

tentang Pengelolaazn0 (‘)(Se uNomor 40,

Indonesia Tahun r 4570);

Republik Indonesia Nom@
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Batang,
MEMUTUSKAN .

| KEPUTUSAN  DEWAN  PERWAKTLAN

' KABUPATEN BATANG TENTANG PE
DAN KEANGGOTAAN PANITIA LEGISLAS]
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN B
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DA
BATANG.
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KAN PIMPINAN
KHUSUS DEwAN

ATANG PEMBAHAS
ERAH KABUPATEN

: Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi 'Khusus Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana diktum

MENETAPKAN, terlampir dalam keputusan ini.

‘Tugas Panitia Legislasi Khusus sebag

aimana diktum Pertama afja\ah
h Kabupaten Batang tentang :

Membahas Rancangan Peraturan Daera

L Bantuan Keuangan Kepada Parta e
_ 0
“ Perubahan Atas Perda Dati II Batan%'Nom
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daeran 2025; da

. RPIPD Kabupaten Batang Tahun 22%% 7'_ 2012.
- RPaMp Kabupaten Batang Tahun

r 10

! Pani . diktum
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